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PENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTAR



1. Berbagai konflik Pertanahan terjadi di berbagai

daerah di Indonesia. Beberapa kasus diantaranya

melibatkan aparat kepolisian/TNI yang

menyebabkan korban luka parah dan kematian.

Hal ini mendorong Komisi II DPR RI periode 2009-

2014 untuk melaksanakan amanat Tap MPR no. IX

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaantentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

SDA.

2. Komisi II DPR RI berinisiatif mengajukan RUU

Pertanahan dalam daftar Prolegnas tahun 2012.

Pembahasan yang dilakukan intensif

menghasilkan Naskah Akademik dan substansi

batang tubuh RUU Pertanahan



3. Upaya ini dilanjutkan Komisi II DPR RI periode

2014-2019 dengan menerima Naskah Akademik

dan substansi isi RUU Pertanahan yang ada untuk

diproses secara administrasi sesuai prosedur

yang berlaku.

4. Saat ini status RUU Pertanahan sedang dalam

masa persiapan pembahasan antara anggota

Panja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan pihakPanja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan pihak

Pemerintah.

5. Komisi II DPR RI menunggu perbaikan DIM

tanggapan dari pihak eksekutif terhadap Naskah

Akademik dan substansi RUU Pertanahan tsb.

6. Pembahasan RUU Pertanahan ini ditargetkan

selesai pada akhir masa sidang ke-2 tahun 2017.



VISI RUU PERTANAHANVISI RUU PERTANAHANVISI RUU PERTANAHANVISI RUU PERTANAHAN



Menjaga tanah, dan segala kekayaan

alam yang terkandung di bawah dan dialam yang terkandung di bawah dan di

atasnya tetap merupakan satu kesatuan

yang abadi dengan rakyat Indonesia.



MISI MISI MISI MISI RUU PERTANAHANRUU PERTANAHANRUU PERTANAHANRUU PERTANAHAN



1. Menjadi Payung Hukum yang merupakan

komplementer dari UU No. 5 tahun 1960 tentang

Pokok Agraria

2. Memastikan bahwa rakyat Indonesia merupakan

penerima manfaat yang sebesar-besarnya dari

tanah di wilayan RI

Memastikan bahwa Negara melakukan tugasnya3. Memastikan bahwa Negara melakukan tugasnya

melindungi WNI dengan melakukan sistem

pendaftaran aktif. Sehingga dapat diketahui

dengan tepat luasan bidang tanah yang ada,

berikut peruntukkannya.



4. Memastikan Negara melindungi kepentingan

rakyat terhadap hak tanah yang dimilikinya

dengan meminimalisir konflik kepentingan

pengadaan tanah untuk pembangunan.

5. Menjaga kelestarian lingkungan dan

harmonisasi pembangunan.harmonisasi pembangunan.



AmanatAmanatAmanatAmanat Tap MPR No. IX/2001Tap MPR No. IX/2001Tap MPR No. IX/2001Tap MPR No. IX/2001 ttg Pembaruan Agraria dan ttg Pembaruan Agraria dan ttg Pembaruan Agraria dan ttg Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan SDAPengelolaan SDAPengelolaan SDAPengelolaan SDA
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Fokus Fraksi Partai GerindraFokus Fraksi Partai GerindraFokus Fraksi Partai GerindraFokus Fraksi Partai Gerindra

� Reforma agraria dan Monopoli tanah 

� Pendaftaran tanah, harus sistematis, � Pendaftaran tanah, harus sistematis, 

kelembagaan hanya satu 



Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan 

Substansi RUU PertanahanSubstansi RUU PertanahanSubstansi RUU PertanahanSubstansi RUU Pertanahan

� Sinergi dan Kolaborasi dengan stakeholder Pertanahan: 
Legislator, Eksekutif, Pakar dan Kelompok Masyarakat Sipil

� FGD Pertanahan FGerindra melibatkan KPA dan AMAN, 
Agustus 2015

� RDPU Pendapat Pakar, Nara sumber KPA dan AMAN, 
September 2015September 2015

� Seminar Pertanahan, Penyerahan DIM RUU Pertanahan versi 
KPA, Maret 2016

� KPA menyerahkan DIM RUU Pertanahan kepada beberapa 
Fraksi, Agustus-September 2016

� FGD Pertanahan FGerindra, Oktober 2016  
melahirkan KAUKUS Pertanahan (TAF, KPA, 
Epistema, Solidaritas Perempuan, AMAN, dll)





� Melanjutkan Sinergi dan Kolaborasi dengan
stakeholder Pertanahan: Legislator, Eksekutif, Pakar 
dan Kelompok Masyarakat Sipil dengan cara:

1. Membuat dan Menyepakati Roadmap
Pembahasan RUU Pertanahan hingga dipandang

Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan 

Substansi RUU Substansi RUU Substansi RUU Substansi RUU Pertanahan 2017Pertanahan 2017Pertanahan 2017Pertanahan 2017

Pembahasan RUU Pertanahan hingga dipandang
cukup untuk disyahkan menjadi UU Pertanahan

a. Mengakui dan mengapresiasi semua
kontribusi dan inisiasi yang dilakukan setiap
stakeholder, sehingga menjadi resultan positif.

b. Menggunakan prinsip Improvement by
Doing selama proses pengawalan
pembahasan RUU Pertanahan,



2. Melakukan Komunikasi Publik yang 

Efektif terhadap urgensi Substansi RUU 

Pertanahan, dengan cara:

Membagi peran di kalangan masyarakat 

Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan 

Substansi RUU Substansi RUU Substansi RUU Substansi RUU Pertanahan 2017Pertanahan 2017Pertanahan 2017Pertanahan 2017

a. Membagi peran di kalangan masyarakat 

sipil terhadap sub isu yang disepakati 

menjadi substansi RUU Pertanahan. 

Setiap isu dimonitor, diupdate untuk 

feeding ke anggota panja, dan dirilis ke 

media.



b. Berkomitmen dalam pengawalan RUU 

Pertanahan, sehingga menjadi prioritas 

dalam penjadwalan di Komisi II DPR RI.

Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan Strategi Penguatan 

Substansi RUU Substansi RUU Substansi RUU Substansi RUU Pertanahan 2017Pertanahan 2017Pertanahan 2017Pertanahan 2017

dalam penjadwalan di Komisi II DPR RI.
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